BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KEPADA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN III

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/112/KUM/2024

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

[ SALINAN ]

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

BUPATI TAPIN,

a. bahwa sehubungan dengan

telah

disetujuinya Permohonan Hibah Barang
Milik Daerah kepada Balai Wilayah Sungai
Kalimantan III Direktorat Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum
Indonesia

Perumahan Rakyat Republik

sebagaimana Surat Persetujuan
000.2.4/09

Barang Milik Daerah Nomor :

dan

Hibah

/HIBAH/BKAD-PBMD/IV/2024 tanggal O1
April 2024, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang
Milik Pemerintah Kabupaten Tapin kepada
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Direktorat Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan

Daerah Tingkat II  Tabalong

dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan  Daerah  Tingkat

o di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah =~ Pengganti = Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020
tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40),
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 37);



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 473),
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1382);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 554), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



Memperhatikan :

Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat  Daerah Kabupaten  Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2019 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang  Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Hibah
Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin
kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Direktorat Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor : 000.2.4/03/HIBAH/
BKAD-PBMD/IX/2023 tanggal 21 November
2023;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN KEPADA BALAI WILAYAH
SUNGAI KALIMANTAN III DIREKTORAT SUMBER
DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik
Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Balai
Wilayah Sungai Kalimantan III Direktorat
Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,
sebagaimana daftar penerima dan objek hibah
yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU selanjutnya dilaksanakan oleh
Pengelola Barang Milik Daerah dengan Pihak
Penerima Hibah untuk menandatangani Naskah
Hibah dan Berita Acara Serah Terima sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 April 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

]

NIP. 19860517 201101 1 014 MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;

2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;

S. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di
Rantau; dan

6. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Direktorat Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia di Banjarmasin.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/112/KUM/2024
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN KEPADA BALAI WILAYAH SUNGAI
KALIMANTAN III DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA.

DAFTAR PENERIMA DAN JENIS OBJEK HIBAH
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

JENIS OBJEK HIBAH
NOMOR DOKUMEN TANAH
NAMA PENERIMA HIBAH JENIS/NAMA BARANG LUAS PERLNTUKAN
LANTAI TAHUN STATUS LOKAS] ASAL HARGA
M2 PENGADAAN TANAH 1NN (Rp.)
KODE BARANG REGISTER (M2) TANGGAL NOMOR
Balai Wilayah Sungai Tanah untuk Bangunan Sarana 1.3.1.01.001.005.001 noooog a.201 201 05/02/72011 | B3.05.09.2005.SPPF.201.050 | Hak Pakai | Jalan Marthagiri Hibah 1.843.250.00 Dipergunakan untuk Pembangunan

Kalimantan Il Direktorat
Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik
Indonesia

Jl. Yos Sudarso No.I, Telaga
Biru, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 7017

Dlahraga Tertutup

Tebing Tinggi RT.04
Desa Bungur
Kecamatan Bungur
Kabupaten Tapin

Jaringan Irigasi D.1. Tapin

= 5 ? Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN




